BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARIO
NOMOR 4{? TAHUN 2002
TENTANG

BUPATI SIDOARIO

Bahwa dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17
Tahun 2001 tentang Retnibusi Pelayanan Parkir I Tepi Jalan Umum, diundangkan
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2001 pada tanggal
22 Nopember 2001 seri B, maka dipandang perlu unmuk dilaksanakan dan
pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

I, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Dasrah
Kabupaten/Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto
Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Dacrah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran MNegara
Nomor Tahun 3480) ;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048) ;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839) ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemenntah Pusat dan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ¢

Peraturan Pemerintah  Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Scbagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Tahun 2000, Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139 )

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2001 tentang
Retribust Parkir di Tepi Jalan Umum. (Lembaran Dacrah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 4 Tahun 2001 pada 1anggal 22 Nopember 2001 Seri : B).




MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARIJQ NOMOR 17 TAHUN 2001
FENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan ¢

|
2,
3
A

Daerah, adalah Kabupaten Sidoarjo |

Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo |

Bupati adalah Bupati Sidoago ;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sidoarjo ;

Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo |

Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo ;

Kas Daerah, adalah Kas Dacrah Kabupaten Sidoarjo |

Bendaharawan Khusus Penerima unmuk seclanjutnya disingkat BKP, adalah
Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten
Sidoarjn ¢

Pejabal adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah
adalah sesuai peraturan perundang-undangan vang berlaku .

Retnbusi Dacrah vang selanjumya disebut retribusy, adalah pungutan Daerah
scbagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu vang khusus
disediakan dan/atau diben oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan :

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik
vang melakukan usaha maupun yang tdak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Milik
[/saha Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiunan, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis,
lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
unfuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmat oleh
orang pribadi atau badan |

Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan
parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah ;

Parkir adalah keadaan yang tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat
pementara |

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan yang harus
dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang yang memarkir kendaraan
di tepi jalan umum yang dikuasai Pemerintah Daerah |

hendarpan adalah kendaraan bermotor dan tidak bermotor ¢

Surat Sctoran Retribusi Dacrah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang
oleh Wajib Retnbusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penvetoran
Hetribusi vang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang
ditetapkan oleh Bupati |

Surat Kelctapan Retmbusi Dacrah vang dapat disingkat SKRD, adalah surat
ketetapan Retribusi yang menentukan besamnya pokok Retribusi ;




1Y, Surat Ketetapan Retnibusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB,
adalah surat Kketctapan Retmbusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada
Retribusi yang terutang atau tidak scharusnya terutang ;

20,  Surat ']':ig-ih.m Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk
melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga
Jdan/atau denda.

Pasal 2
Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan untuk melaksanakan Ketentuan-ketentuan dalam
Peraturan Dacrah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi

Pelavanan Parkir di Tept Jalan Umum dalam segi pengawasan administrasi
pemungutan dan pengendalian penerimaan retribusi

(21 Menunjuk Kepala Dinas Perhubungan untuk menetapkan lokasi parkir, melakukan

pemungutan Retribusy,  pembinaan, pengawasan seria pengendalian rterhadap
penyelenggaraan parkir di Tepi Jalan Umum

BAB I
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR NDAN BESARNYA TARIF
Fasal 3

Prnsip Penctapan dan struktur besamya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan Umum adalah biaya administrasi, biaya penyediaan marka dan rambu-rambu parkir
serta biava pengaturan parkir.

Pasal 4

struktur dan besarnya tanif retribusi ditetapkan untuk sekali parkir sebagai berikut :
i scpeda sebesar Rp 100,00 ;

b Secpeda motor sebesar Rp 200,00 ;

. Faksi, mobil pribadi dan sejenisnya sebesar Rp 1.000,00 ;
| [3is, bis mini dan sejenisnya sebesar Rp 1.500,00 -

¢ Fruk scbesar Rp 1.500,00 ;

| ruk pandeng dan sejenisnya sehesar Rp 2.000,00

BAB I
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal §

1) Kembusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain vang
dipersamakan ¢

Hlasil pungutan reinibusi scbagaimana dimaksud dalam avat (1) cisetor sccara bruto

ke Kas Dacrah dan/atau melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten
midoarjo



BAB TV
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
PPasal 6

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan

BAB
TATA CARA PEMBAY ARAN
Pasal 7

() Pembavaran retibusi vang terutang harus dibavar schaligus ;

{2) Rewibusi yang terutang dilunasi sclambar-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan |

{3) [ata cara pembavyaran, penyvetoran, lempat pembayaran retribus

a Pembavaran retribusi dilakukan sekalipus atau lunas pada Kas Daerah,
BKP Dhnas Pendapatan atau BKP pembantu ;
Apabila pembayaran dilakukan ke BKP Dinas Pendapatan atau BRP Pembanty,
hasil penerimaan retribusi harus di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya
1 X 24 jam ;

‘ BEP pembantu setelah menvetorkan hasil penenimaan dimaksud huruf b, haros
mengirimkan satu lembar bukti setoran kepada BKP Dinas Pendapatan paling
lambat 1 X 24 jam

Pembavaran retribusi vang dimaksud pada hurut a dan b, dilakukan dengan
menggunakan Surat Sctoran Retribusi Daerah (SSRD) ;

woRD dibuat mngkap 5. lember pertama untok WHE, lembar Kedun dikinm ke BKP Dmas

Pendapativy, lembar ketiga ke Kas Daerah, lembar keempat untuk arsip Bagian Kevangan dan

lembar Keluma untuk arsip BRP pembant

BaB VI
TAlA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBLU'SI

Pagal 8

Wajib Retnibusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dau
pembebasan reinbusi secara lertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala
Dinas Pendapatan, dengan melampirkan foto copy KTP, SKRD dan disertai bukt
seria alasan vang jelas ;

kepala Dinas Pendapatan mengadakan penelitian terhadap Wajib Retribusi sebagai
bahan pertimbangan pemberian persetujuan/penolakan pemberian pengurangan,
¥ermganan dan pembebasan retribusi  oleh Bupatw

BABR VI
PENETAPAN LOKASI DAN TATA CARA PARKIR
Pasal ©

seip orang yang memarkir kendaraan wanb menempatkannya pada tempat yang

- ¥ dvd marinn l "
l.-l:..'!--"l dientukan




Penetapan lokasi tempat parkir dengan memperhatikan
i [encana Tata Ruang Wilavah (RTRW).
Keselamatan dan kelancaran lalu lintas
Kebersihan dan keindahan hingkungan |
kKemudahan bagi pengguna jasa

Pasal 10O

Setiap orang vang memarkir kendaraan bermotor harus memaruhi rambu-rambu yang
acla dhlokast parkir dan memperhatikan petunjuk dari petugas parkir |

21 Setiap kendaraan dilarang parkir di Juar batas-batas tempal parkir vang telah
ditentukan dan dilarang menggunakan trotoar sebagai tempat parkir |

sctiap kendaraan dilarang parkir bila mengganggu'mengurangi kebebasan kendaraan
lamnnva, untuk keluar’masuk tempat parkir.

Pasal 11

Petugas parkir berkewajiban
a Memberikan pelavanan untuk masuk dan keluamya kendaraan di tempat parkir yang
menjadi tanggung jawabnyva |

. Menverahkan Karcis parkir dan menerima pembavaran retnbusi sebagai jasa
pelavanan |
C Menjaga ketertiban, keamanan dan mengatur kendaraan-kendaraan vang diparkir di

lempat parkir yamg menjadi tanggung jawabnya.

AB VI
B,

B
ENUTUP

Pasal 12
Reputusan i berfaku sejak tanggal ditetapkan ;

heputusan im diumumkan dalam [.embaran Daerah Kahupaten Sidoarjo.

Ditetapkanci SIDOARIJO
| =

pada tanggal < /=L 71677 2002

BUPATYSIDOARIO -
W
- Altees)

H. WIN HENDRARSO




